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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kurator mempunyai kekuasaan penuh dalam melaksanakan pengurusan 

harta pailit dan dalam menjalankan wewenangnya kurator tidak harus 

mendapatkan persetujuan atau memberitahukan debitor terlebih dahulu. 

Kurator dalam melakukan tindakan pemberesan sah dan mengikat debitor pailit 

meskipun hal tersebut dijalankan tanpa izin dari debitor, tentunya hal ini 

dilakukan sesuai dengan aturan. Seandainya ternyata putusan pailit kepada 

debitor dicabut atau dibatalkan, perbuatan kurator tersebut tetap sah dan 

mengikat secara hukum. Kurator berperan dalam melaksanakan tugas untuk 

mengurus dan membereskan harta pailit debitor sejak adanya pernyataan 

putusan pailit dari pengadilan. (Berdasarkan Pasal 69 – 78 UUK-PKPU jo Pasal 

178 – Pasal 203 UUK-PKPU)  

Kurator dalam memberikan kepastian hukum kepada kreditor atas 

eksekusi harta pailit debitor yang berada di luar Indonesia mengalami kesulitan 

karena Kurator tidak dapat melakukan eksekusi terhadap harta pailit yang 

berada di Malaysia, karena Malaysia sendiri mempunyai kedaulatan dan 

hukumnya sendiri. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan yang dibuat, saran yang dapat 

disampaikan kepada Pemerintah yaitu agar dapat merancang dan membuat 

peraturan mengenai “Kepailitan Lintas Batas (Cross Border Insolvency)” yang 
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memuat tata cara dan prosedur Kurator dalam melakukan eksekusi terhadap 

harta di luar negeri serta kepada Presiden atau Menteri Luar Negeri untuk 

membuat Perjanjian Bilateral mengenai Kepailitan dengan negara-negara lain 

di Asia Tenggara terutama dalam perkara ini yaitu Pemerintahan Negara 

Malaysia, sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi para kreditor. 

Selanjutnya saran kepada kurator adalah agar lebih tegas dan berani dalam 

melakukan langkah-langkah yang dapat memberikan kepastian hukum bagi hak 

para kreditor yang debitornya mempunyai harta di luar wilayah Indonesia, agar 

para kreditor mendapatkan seluruh haknya secara maksimal. 
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